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Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi menyebutkan, bahwa termasuk dalam tindak pidana korupsi, setiap orang yang 
“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan 
dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan 
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.” 
 
Pasal di atas cukup tegas memberikan rumusan mengenai tindak pidana korupsi suap 
yang berkaitan dengan advokat. Hanya saja tidak dijelaskan mengenai apa yang 
dimaksud dengan konsep “mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan oleh 
advokat”. Sebab dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
disebutkan, bahwa “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam 
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan.” Bahkan 
advokat juga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan 
tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan kliennya dalam 
sidang pengadilan. 
 
Untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka dilakukan kajian secara 
mendalam terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan advokat berdasarkan 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi serta pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang 
dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkualifikasikannya menjadi bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian dilakukan sistemisasi dengan klasifikasi 
untuk memudahkan dalam melakukan analisis secara induktif-kualitatif. 
 
Hasilnya, dari analisa dan konstruksi atas bahan-bahan hukum diperoleh kesimpulan 
bahwa yang dimaksud dengan konsep “mempengaruhi nasihat atau pendapat” dalam 
pasal 6 ayat (1) huruf b UU nomor 20 Tahun 2001, dapat didefinisikan sebagai 
mempengaruhi ‘nasehat atau pendapat’ advokat yang dapat merugikan kepentingan 
kliennya, baik yang diberikan oleh advokat di luar sidang pengadilan maupun yang 
disampaikan di dalam sidang pengadilan. 
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